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“Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum  
diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan ‘adil.” (Q.s. An Nisa :58)  
 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasululloh S.a.w bersabda : “ Jika amanah 
telah hilang (sudah tidak lagi dipegang teguh), maka tunggulah saat 
kehancurannya.” Ia bertanya : Ya Rasul, bagaimana orang menghilangkan 
amanah? Rasul menjawab :“(Yaitu) apabila suatu urusan diserahkan kepada 
bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Bukhory).  
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 Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan BPJS Kesehatan. Tetapi 
pada kenyatannya layanan kesehatan di Puskesmas lebih banyak ditangani oleh 
paramedis (bidan dan perawat), sebagai tugas limpah dalam bentuk mandat dari 
dokter. Tugas limpah sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan pelayanan 
kesehatan sudah menjadi kebiasaan di semua puskesmas, termasuk Puskesmas 
Baki dan Puskesmas Kartasuro, Sukoharjo. 
 Penelitian sosiologi hukum ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor 
penyebab fenomena tugas limpah baik dari data kepustakaan maupun kenyataan 
pada kedua puskesmas tersebut. 
 Dari penelitian didapatkan hasil bahwa fenomena tugas limpah di 
Puskesmas Baki adalah kurang efisiennya tenaga kesehatan, tenaga bidan dan 
perawat berlebih tetapi pasien sedikit. Sebaliknya di Puskesmas K artasuro, 
karena jumlah dokter kurang disbanding jumlah pasien sementar itu tenaga 
perawat dan bidan berlebih, maka dilakukan model tugas limpah. 
 Berkaitan dengan BPJS Kesehatan yang mengedepankan profesionalitas 
maka fenomena tugas limpah p ada puskesmas seharusnya dihilangkan dan 
dihentikan. Dan model puskesmas yang peneliti ajukan dapat menjadi masukan 















 Puskesmas (the local government clinic) is the main service of BPJS 
Kesehatan. But in reality, health services in puskesmas were more often held by 
paramedic (midwife and nurse) as delegation of authority in the form of 
mandate from the doctor. The delegation of authority was as inconsistency of 
health service policy which become tradition in all puskesmas, including 
Puskesmas Baki and Puskesmas Kartasuro, Sukoharjo. 
 This sosiological yurisprudence research aimed to know the factors 
caused the delegation of authority phenomen, from the literature data and the 
fact of both puskesmas. 
 Based on the research it was found that the delegation of authority in 
Puskesmas Baki was less efficient of health staff, midwifes and nurses were over, 
but the patients were less. On the other hand in Puskesmas Kartasuro, the 
doctors were not enough to serve the patients, while midwifes and nurses were 
over, so this conditions made the delegation of authority phenomen. 
 Dealing with BPJS Kesehatan gave priority top to professionality, so that 
the delegation of authority phenomen should be omitted and stopped. And the 
model of puskesmas which the researcher suggested could be an input for 
stakeholder to make a better policy in the future. 
 
Keywords : puskesmas, the delegation of authority, inconsistency of health 
service policy.  
